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Abstrak
 

Kepopuleran aset kripto beberapa waktu lalu memberikan daya tarik kepada masyarakat untuk mulai

melakukan investasi pada barang yang tidak berwujud, khususnya terkait dengan NFT. Namun, hingga saat

ini tidak ada satu pun pengaturan di Indonesia yang membahas secara khusus mengenai pengertian dan

pengaturan mengenai pajak pertambahan nilai dari aset kripto NFT ini. Oleh karena itu, dengan penelitian

yang bersifat yuridis normatif maka penelitian ini akan menganalis mengenai bagaimana penarikan pajak

pertambahan nilai atas barang tidak berwujud dan aset kripto NFT di Indonesia dapat dilakukan. Dari

penelitian ini, didapatkan beberapa poin penting yang menjadi permasalah dalam pengenaan pajak

pertambahan nilai atas barang tidak berwujud, serta terkait dengan penarikan pajak pertambahan nilai atas

NFT; yaitu perbedaan treshold dalam penarikan pajak antara pemungut PPN PMSE dengan PKP, serta

kekurangan yang mengenai pengaturan atas aset kripto NFT yaitu terdapat dua aturan yang memiliki konflik

dalam pengukuhan aset kripto yang bisa diperdagangkan oleh Pedangan Fisik Aset Kripto. Saran yang dapat

diberikan adalah untuk dilakukan kajian tambahan baik terhadap pengaturan pajak pertambahan nilai barang

tidak berwujud serta pajak pertambahan nilai terhdapa aset kripto NFT.

......The popularity of crypto assets some time ago attracted people to start investing in intangible goods,

especially related to NFTs. However, until now there is no single regulation in Indonesia that specifically

addresses the understanding and regulation of the value added tax of this NFT crypto asset. Therefore, with

normative juridical research, this research will analyze how the withdrawal of value added tax on intangible

goods and NFT crypto assets in Indonesia can be carried out. From this research, several important points

were obtained which became a problem in the imposition of value added tax on intangible goods, as well as

related to the collection of value added tax on NFTs; namely the difference in thresholds for withdrawing

taxes between VAT collectors for PMSE and PKP, as well as deficiencies regarding regulation of NFT

crypto assets, namely that there are two rules that have conflicts in strengthening crypto assets that can be

traded by Physical Crypto Asset Traders. The advice that can be given is to carry out additional studies both

on the regulation of value-added tax on intangible goods and value-added tax on NFT crypto assets.
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